BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tugas dan Fungsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah terhadap Pembentukan Peraturan Daerah

Perspektif Siyasah Tasyri'iyah, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut.

1. Kewenangan DPRD  Provinsi  Bengkulu  dalam
pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melalui
penyusunan Propemperda, pembahasan, persetujuan
bersama gubernur, serta pengawasan. Pelaksanaannya
menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah
merupakan kewenangan bersama antara DPRD dan
pemerintah daerah.

2.  Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD didukung oleh dasar

hukum yang jelas, koordinasi yang baik dengan pemerintah
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daerah, dan peran Bapemperda. Namun, pelaksanaannya
masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran,
kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya tindak
lanjut aspirasi masyarakat, serta dinamika politik, sehingga
efektivitas pembentukan Peraturan Daerah  belum
maksimal.

3. Ditinjau dari perspektif Siyasah Tasyri'iyah, pelaksanaan
kewenangan DPRD telah  mencerminkan  prinsip
musyawarah, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip
kemaslahatan, keadilan, dan amanah 97 nasih terdapat
berbagai kendala yang memengaruhi kualitas dan
efektivitas pembentukan Peraturan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis

memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada DPRD Provinsi Bengkulu, agar terus meningkatkan
pelaksanaan fungsi legislasi melalui penguatan kapasitas

anggota DPRD, optimalisasi penggunaan hak inisiatif,
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peningkatan  koordinasi dengan Badan Pembentukan
Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), serta memaksimalkan
pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan
Peraturan Daerah sehingga produk hukum daerah lebih
aspiratif, responsif, dan berkualitas.

Kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya Biro
Hukum Sekretariat Daerah, diharapkan terus memperkuat
sinergi dengan DPRD dalam penyusunan Program
Pembentukan Peraturan Daerah, penyediaan naskah
akademik yang berkualitas, serta memberikan dukungan
administratif, teknis, dan anggaran yang memadai agar
proses pembentukan Peraturan Daerah dapat terlaksana
secara efektif dan tepat waktu.

Kepada Pemerintah Daerah dan DPRD, diharapkan dapat
mengupayakan alokasi anggaran yang lebih memadai bagi
pelaksanaan fungsi legislasi. Keterbatasan anggaran yang
terjadi selama ini menjadi salah satu faktor utama yang
menghambat penyelesaian Program Pembentukan Peraturan

Daerah dan pelaksanaan fungsi legislasi secara optimal.
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4. Kepada masyarakat, diharapkan lebih aktif memberikan
aspirasi, masukan, serta pengawasan terhadap proses
pembentukan Peraturan Daerah agar setiap kebijakan yang
dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan mencerminkan prinsip demokrasi partisipatif.

5. Kepada  peneliti selanjutnya, diharapkan  dapat
mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji efektivitas
fungsi DPRD pada bidang anggaran dan pengawasan
ataupun melakukan penelitian komparatif dengan DPRD
provinsi lain sehingga diperoleh gambaran yang lebih
komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi legislasi DPRD

di Indonesia.
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